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ABSTRAK 

Khairunnas,(2024): Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian 

Sengketa Pusako Tinggi Di Nagari Kuranji Hulu 

Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh siyasah 

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi sengketa 

pusako tinggi di Kabupaten Padang Pariaman yang mana penyelesaiannya dari 

lembaga kerapatan adat ngari (KAN) Dalam hal ini kerapatan adat nagari kuranji 

hulu telah maksimal dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi yang mana 

membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun Tujuan dari 

penelitian adalah (1) mengetahui peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian 

sengketa pusako tinggi di nagari kuranji hulu (2) mengetahui tinjauan Fiqh 

Siayasah terhadap peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa 

pusako tinggi di nagari kuranji hulu. 

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi (Field Research). Sumber 

yang dipakai meliputi sumber data primer yaitu: meliputi hasil wawancara, 

sumber sekunder yaitu: peraturan perundang-undangan terkait pembahasan 

penelitian ini. Pembahsan dan dianasilis menggunakan metode analisis kualitatif 

selanjutnya dengan menarik kesimpulan dilakukan secara deduktif.  

Hasil dari penelitian adalah (1) kerapatan adat nagari memiliki peran 

menyelesaikan sengketa di nagari kuranji hulu, apabila tidak mendapatkan hasil 

dimusyawarah masing-masing mamak kepala warisnya. Penyelesaian sengketa 

pusako tinggi kenegarian diselesaikan sesuai dengan urutan yang telah ada yaitu 

pelanggaran adat dan secara aturan hukum islam yang mana diselesaikan oleh 

niniak mamak yang bersangkutan, apabila yang bersengketa sepersukuan, maka 

diselesaikan oleh datuak suku, bila ditingkat suku tidak tercapai kesepakatan maka 

dilanjutkan ketingkat nagari yang diselesaikan oleh kerapatan adat nagari, apabila 

tidak menemui kesepakatan maka para pihak dapat melanjutkan ketingkat 

pengadilan. Artinya dari segala sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dalam 

ranah nagari, baik sampai niniak mamak suku yang bersangkutan saja maupun 

sudah melibatkan tokoh adat dalam lembaga kerapatan adat nagari itu sendiri, 

adapun kendala dalam penyelesaian sengketa antara lain: para masyarakat yang 

bersengketa tidak memiliki atau paham dengan ranji keturunannya, kurangnya 

fasiltas yang dapat digunakan oleh kerapatan nagari, dan kurangnya dana dalam 

penyelesaian sengketa dari nagari. (2) Kerapatan Adat Nagari sebagai mediator 

adat tidak bertentangan dealam perspektif  Fiqih Siyasah, karena apa yang 

dilakukan dan diterapkan itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para 

pihak yang bersengketa secara khusus dan kemaslahatan secara umum untuk 

seluruh umat manusia. Ini jugalah yang menjadi tujuan utama dalam Fiqih 

Siyasah. 

 

Kata Kunci : Kerapatan Adat Nagari, Penyelesaian Sengketa, Pusako Tinggi, 

Fiqh siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga peradilan adat di Indonesia khususnya di Sumatera Barat 

yang dikenal dengan alam Minangkabau sudah tumbuh dan berkembang, 

dipelihara serta dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara yang 

sampai saat ini masih ditemukan dalam praktek terutama dalam penyelesaian 

sengketa adat.
1
 Pengertian peradilan adat menurut adat di Minangkabau 

adalah proses, cara mengadili dan menyelesaikan yang dilakukan oleh sejenis 

badan atau lembaga di luar peradilan dalam undang-undang, pokok-pokok 

kekuasaan kehakiman. 

Sebagaimana diketahui bahwa sengketa pusaka tinggi merupakan 

sengketa yang mayoritas terjadi di Sumatera Barat dan yang sangat dominan 

terjadi di nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat, ini dilatar belakangi oleh 

perkembangan kebutuhan akan tanah yang mengalami peningkatan luar biasa, 

karena disebabkan oleh adanya: kepadatan penduduk yang semakin 

bertambah, dengan bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun pasti 

kebutuhan untuk rumah semakin meningkat pula
2
. Diantara nagari-nagari 

yang ada di Sumatera Barat tersebut salah satunya adalah nagari kuranji hulu, 

kabupaten padang pariaman dimana sengketa pusako tinggi sangat dominan 

                                                           
1
 Faisal, “Peran Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah 

Ulayat”, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 6. No. 2., (2021), h., 330. 
2
 Ibid., 
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terjadi dan menurut hukum adat Minangkabau bila terjadinya sengketa atau 

perselisihan dalam suatu kaum diselesaikan secara musyawarah dan mufakat 

diantara anggota kaum atau penghulu kaum yang berakhir pada kerapatan 

adat nagari (KAN). 

Dalam pasal 85 ayat 2 Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 05 

Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari dijelaskan KAN adalah lembaga 

kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun 

temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing nagari.
3
 

Mengenai fungsi dan tugas KAN terdapat dalam pasal 86 dan pasal 

87 Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 05 tahun 2009 sengketa atau jenis 

perkara yang diselesaikan oleh KAN adalah sebagai berikut:
4
 

1. Sengketa mengenai gelar (sako); 

2. Sengketa mengenai harta (pusako); 

3. Sengketa perdata lainnya. 

Sengketa mengenai gelar (sako) adalah sengketa yang berkaitan 

dengan gelar yang diterima secara turun temurun di dalam suatu kaum yang 

fungsinya adalah sebagai kepala kaum adat (penghulu) dan sako ini bersifat 

turun temurun semenjak dulu sampai sekarang, menurut garis ibu lurus ke 

bawah sedangkan sengketa mengenai harta pusaka (pusako) adalah sengketa 

yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi seperti sawah ladang, banda 

buatan, labuah tapian, rumah tango, pandam pakuburan, hutan tanah yang 

                                                           
3
 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 Tentang 

Pemerintahan Nagari, Pasal 85 Ayat (2) 
4
 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 Tentang 

Pemerintahan Nagari, Pasal 86 dan 87  
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belum diolah.
5
 Sengketa mengenai perdata lainnya adalah sengketa yang 

terjadi antara anggota-anggota masyarakat seperti perkawinan, perceraian dan 

sebagainya. 

Masalah sengketa ini diselesaikan secara adat melalui musyawarah 

dan mufakat para Ninik Mamak atau fungsionaris adat, apabila masalah ini 

tidak bisa diselesaikan secara adat maka melalui pengadilan penyelesaian 

sengketa ini diselesaikan. Keistimewaan negeri (nagari) di Minangkabau 

terlihat pada susunan masyarakatnya yang terdiri dari paling sedikit empat 

suku, masing-masing suku terdiri dari beberapa kaum, masing-masing suku 

terdiri oleh seorang penghulu. Himpunan penghulu di suatu nagari disebut 

Ninik Mamak.6 

Di Minangkabau tanah pusako dibagi menjadi tanah rajo, tanah 

nagari, tanah suku dan tanah kaum.
7
 Salah satu tugas penghulu adalah 

memelihara, mengurus, dan pemanfaatan tanah pusaka tinggi rajo, nagari, 

suku, dan kaum, yang disebut juga tanah ulayat. Selanjutnya berkewajiban 

mewariskan ke generasi berikutnya dalam keadaan utuh. Apabila terjadi 

sengketa tanah pusaka tinggi tersebut penghulu berkewajiban 

menyelesaikannya.
8
 

                                                           
5
 Faisal, loc, cit. 

6
 Ibid, h. 330-331. 

7
 Novi Alvionita, Kurnia Warman, Zefrizal Nurdin, “Penyelesaian Sengketa Uang 

Kompensasi atas Tanah Ulayat Nagari melalui Lembaga Adat di Nagari Talu Kabupaten Pasaman 

Barat”, UNES Law Review Vol. 6, No. 1, (2023), h. 362-363. 
8
 Faisal, op, cit, h. 331. 
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Disisi lain, dalam perspektif Islam, terdapat konsep Fiqh siyasah 

yang merupakan cabang ilmu yang mempelajari regulasi kepentingan umat 

manusia secara umum, termasuk negara secara khusus, seperti hukum, 

peraturan, dan kebijakan yang diimplementasikan oleh penguasa dengan 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
9
 Menariknya, beberapa aspek dari 

sistem Kerapatan Adat Nagari memiliki kemiripan dengan konsep-konsep 

yang ada dalam Fiqh siyasah, seperti prinsip musyawarah (syura) dan 

keadilan. Yang terdapat dalam surat Ali „Imran ayat 159 yang di tujukan 

kepada Nabi Muhammad SAW. 

 َ ِ لِنْتَ لهَُمْْۚ وَل نَ الّلّه ةٍ مِّ وْا مِنْ فبَِمَا رَحَْْ ا غلَِيْظَ القَْلبِْ لََهفَْضُّ وْ لُنْتَ فظًَّ

 ْ تَغْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُُْ فِِ الََْمْرِْۚ فاَِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّل َۖ فاَعْفُ عَنْْمُْ وَاس ْ حَوْلَِ

يَْ  ِ بُّ المُْتَوَكِّّ َ يُُِ ِِۗ اِنل الّلّه  علَََ الّلّه

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, 

apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.(QS. Ali „Imran 

: 159)
10

 

Di nagari niniak mamak mempunyai tugas untuk memelihara, 

mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah pusako tinggi. Dalam 

melaksanakan tugasnya memelihara dan mengatur tanah pusako tinggi serta 

penyelesaian sengketa penghulu maupun niniak mamak diharapkan 

                                                           
9
 Askana Fikriana, M. Kahfi Rezki, “Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif 

Dalam Pemilu:Perspektif Fiqih Siyasah”, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan 

Humaniora, Vol.2, No.1, (2024), h. 238. 
10

 QS. Ali „Imran (3): 159 
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mempunyai sifat tersebut adalah sebagai berikut: sifat siddik (benar), tabliq 

(menyampaikan), amanah (kepercayaan), dan fatonah (cerdas dalam 

memelihara agama dan harta). 

Kerapatan adat nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di 

nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak. 

Lembaga adat ini keberadaanya seiring dengan berdirinya suatu nagari 

dengan nama yang berbeda-beda di masing-masing nagari. Keberadaan 

kerapatan adat nagari sangat penting artinya, karena selain, mengurus, 

memelihara dan mengatur pemanfaatan pusako tinggi nagari, di samping itu 

kerapatan adat nagari berperan untuk menyelesaikan sengketa pusako tinggi 

suku atau kaum. 

Ada berbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang 

penyelesaian sengketa pusako tinggi, ada yang berpendapat sebaiknya 

sengketa pusako tinggi cukup diselesaikan oleh KAN setempat, putusan KAN 

mengikat kedua belah pihak. Perkara tersebut tidak perlu diajukan ke  

pengadilan, sebab pandangan wali nagari kuranji hulu apabila berperkara ke 

pengadilan kedua belah pihak akan rugi, seperti petua orang tua-tua, nan 

kalah jadi abu, nan menang jadi baro, artinya kalah menjadi abu, menang 

menjadi bara.
11

 

Adapula yang berpendapat, sengketa tanah ulayat tak perlu 

diselesaikan oleh KAN setempat, para pihak langsung mengajukan ke 

                                                           
11

 Salman Hardani, ST Dt. Rajo Harimau, Wali Nagari Kuranji Hulu, Wawancara, Nagari 

Kuranji Hulu, 08 Januari 2024 
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pengadilan, alasan mereka berdasarkan pengalaman. Perkara pusako tinggi, 

yang diajukan ke KAN, biasanya KAN tidak mau menyelesaikannya. 

Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai 

penyelesaian sengketa pusako tinggi, sehingga penulis mengangkatnya ke 

dalam sebuah Skripsi dengan judul: PERANAN KERAPATAN ADAT 

NAGARI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN SENGKETA 

PUSAKO TINGGI DI NAGARI KURANJI HULU KABUPATEN 

PADANG PARIAMAN  PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memberikan 

batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini bisa menjadi lebih 

fokus dan terarah. Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini 

yaitu hanya mengenai peranan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian 

sengketa pusako tinggi di nagari kuranji hulu kabupaten padang pariaman 

dalam tinjauan perspektif Fiqh siyasah yang mana data dalam penelitiaan ini 

hanya menggunakan data pada tahun 2021 sampai tahun 2023. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa peran kerapan adat nagari (KAN) dalam proses penyelesaian sengketa 

pusako tinggi di nagari kuranji hulu kabupaten padang pariaman? 
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2. Bagaimana tinjauan Fiqh siyasah terhadap peran kerapatan adat nagari 

(KAN) di nagari kuranji hulu dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui peran kerapatan adat nagari dalam  penyelesaian 

sengketa pusako tinggi di nagari kuranji hulu. 

b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh siyasah terhadap peran dari 

Kerapatan Adat Nagari Kuranji Hulu dalam menyelesaikan sengketa 

pusako tinggi. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan 

perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan 

Hukum Tata Negara ( Siyasah ) pada Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu Peranan 

Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Pusako Tinggi 

di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman Perspektif 

Fiqih Siyasah. 

c. Manfaat akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa 

menjadi suatu yang bermanfaat bagi keilmuan dan pengetahuan 
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Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus Jurusan Hukum Tata Negara 

Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya. 

d. Manfaat Teoritis, Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam 

pengembangan teori mengenai peran kerapatan adat nagari dalam 

penyelesaian sengketa pusako tinggi. Dengan memahami peran 

kerapatan adat nagari dalam konteks penyelesaian sengketa, 

penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai hubungan antara adat dan hukum dalam masyarakat 

nagari. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan wawasan 

baru mengenai tinjauan Fiqh siyasah terhadap peran kerapatan adat 

nagari dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi. 

e. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat praktis bagi masyarakat nagari Kuranji Hulu, khususnya 

dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi. Dengan memahami 

peran kerapatan adat nagari dan tinjauan Fiqh siyasah, diharapkan 

masyarakat nagari dapat lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa 

yang terjadi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan 

bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan yang 

mendukung peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian 

sengketa pusako tinggi. 
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BAB II 

TINJAUIAN KEIPUISTAKAAN 

A. Keirapatan Adat Nagari (KAN) 

1. Peingeirtian Keirapatan Adat Nagari (KAN) 

Meinuiruit Pasal 1 Angka (20) Peiratuiran Daeirah Kabuipatein 

Padang Pariaman Nomor 05 Tahuin 2009 Teintang Peimeirintahan Nagari 

meinjeilaskan:
12

  

“Keirapatan Adat Nagari yang seilanjuitnya disingkat deingan KAN ataui 

yang diseibuit deingan yang lain adalah leimabaga keirapatan niniak mamak 

yang teilah ada  dan di warisi seicara tuiruin teimuiruin seipanjang adat yang 

beirlakui  di masing-masing nagari.” 

Keirapatan adat nagari meiruipakan leimbaga peirwuijuidan 

peirmuisyawaratan peirwakilan teirtinggi dalam peinyeileinggaraan 

peimeirintahan nagari yang keianggotaannya teirdiri dari peirwakilan niniak 

mamak dan uinsuir alim uilama nagari, uinsuir cadiak pandai, uinsuir buindo 

kanduiang, dan uinsuir parik paga dalam nagari yang beirsangkuitan seisuiai 

deingan adat salingka nagari.
13

 

Keirapatan adat nagari beirada dalam peingawasan leimbaga 

keirapatan adat alam minangkabaui (LKAAM) muilai dari tingkat 

                                                           
12

 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 Tentang 

Pemerintahan Nagari, Pasal 1 Angka (20). 
13

 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Pasal 1 

Angka (6). 



10 

 

 
 

keicamatan hingga provinsi. Keirapatan Adat Nagari meiruipakan leimbaga 

di dalam nagari yang meinguiruis dan meinjaga seirta meileistarikan adat dan 

keibuidayaan di Minangkabaui. Keirapatan adat nagari meimiliki 

keiduiduikan peinting dalam peimeirintahan nagari, kareina seibagai 

peiradilan adat Keirapatan Adat Nagari beirfuingsi meinyeileisaikan masalah 

seingkeita sako, puisako, peilanggaran adat dan peilanggaran syarak. 

Keirapatan adat nagari leibih banyak meinyeileisaikan peirmasalahan dalam 

adat ataui seingkeita dalam suikui.
14

 

2. Tuigas Keirapatan Adat Nagari  

Meinuiruit Peiratuiran Daeirah Kabuipatein Padang Pariaman No. 05 

Tahuin 2009 teintang nagari meinjeilaskan tuigas Keirapatan Adat Nagari 

seibagai beirikuit: 

a. Meimbeirikan masuikan keipada Peimeirintah Nagari dalam 

meileistarikan nilai-nilai Adat Basandi Syara‟, Syara‟ Basandi 

Kitabuillah di Nagari; 

b. Meinguiruis dan meingeilola hal-hal yang beirkaitan deingan adat 

seihuibuing deingan sako, puisako,dan sangsako; 

c. Meinyeileisaikan peirkara-peirkara peirdata adat dan adat istiadat; 

d. Meinguisahakan peirdamaian dan meimbeirikan naseihat-naseihat 

huikuim teirhadap anggota masyarakat yang beirseigkeita seirta 

meimbeirikan keikuiatan huikuim teirhadap suiatui hal dan 

peimbuiktian lainnya meinuiruit seipanjang adat ataui silsilah 

keituiruinan/ranji; 

e. Meingeimbangkan keibuidayaan anak nagari dalam uipaya 

meileistarikan keibuidayaan daeirah dalam rangka meimpeirkaya 

khasanah keibuidayaan nasional; 

f. Meimbina masyarakat huikuim adat Nagari meinuiruit adat basandi 

syara‟, syara‟ basandi kitabuillah; 

                                                           
14

 Hasan Imad Aqil, Fungsi Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Kasus Perdata 

Adat Di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupeten Solok, Skripsi : Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaui, 2022, h. 25 
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g. Meilaksanakan peimbinaan dan meingeimbangkan nilai-nilai adat 

Minangkabaui dalam rangka meimpeirtahankan keileistarian adat 

dalam Nagari; 

h. Beirsama Peimeirintah Nagari meinjaga, meimeilihara, dan 

meimanfaatkan keikayaan Nagari uintuik keiseijahteiraan masyarakat. 

 

3. Fuingsi Keirapatan Adat Nagari 

Dalam pasal 87 Paratuiran Daeirah Kabuipatein Padang Pariaman 

No.05 Tahuin 2009 Teintang Peimeirintahan Nagari, fuingsi keirapatan adat 

nagari seibagai beirikuit: 

a. Seibagai leimbaga yang meinguiruis dan meingeilola adat nagari; 

b. Seibagai leimbaga peindidikan dan peingeimbangan adat nagari; 

c. Seibagai leimabaga peiradilan adat nagari; 

d. Meinguiruis uiruisan huikuim adat dan istiadat dalam nagari; 

e. Meinguiruis keiduiduikan huikuim meinuiruit huikuim adat teirhadap hal-

hal yang meinyangkuit harta keikayaan masyarakat guina 

keipeintingan huibuingan keipeirdataan adat, juiga dalam hal adanya 

peiseingkeitaan ataui peirkara peirdata adat; 

f. Beirsama peimeirintahan nagari meiningkatkan kuialitas huibuingan 

eimosional peirantaui deingan nagari.
15

 

B. Tinjauian Peinyeileisaian Seingkeita 

1. Peingeirtian Seingkeita 

Meinuiruit Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia, seingkeita adalah 

seigala seisuiatui yang meinyeibabkan peirbeidaan peindapat, peirtikaian, dan 

peirbantahan. seingkeita adalah suiatui kondisi yang ditimbuilkan oleih duia 

orang ataui leibih yang dicirikan oleih beibeirapa peirteintangan seicara 

teirang-teirangan adalah suiatui kondisi yang ditimbuilkan oleih duia orang 

                                                           
15

 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 Tentang 

Pemerintahan Nagari, Pasal 87. 
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ataui leibih yang dicirikan oleih beibeirapa tanda peirteintangan seicara 

teirang-teirangan
16

 

Seingkeita dideifinisikan seibagai seisuiatui yang meinyeibabkan (1) 

peirbeidaan peindapat; peirteingkaran; peirbantahan; peirkara keicil dapat 

juiga meinimbuilkan peirkara beisar; (2) peirtikaian; peirseilisihan; (3) 

peirkara (di peingadilan) tidak ada – yang tidak dapat diseileisaikan Seibuiah 

konflik beiruibah ataui beirkeimbang meinjadi seibuiah seingkeita jika pihak 

ataui para pihak yang meirasa diruigikan teirseibuit teilah meinyatakan rasa 

tidak puiasnya ataui keiprihatinannya seicara langsuing keipada pihak yang 

dianggap seibagai peinyeibab keiruigian ataui keipada pihak lain.
17

 

Seingkeita biasanya dimuilai pada situiasi di mana pihak yang 

diruigikan oleih pihak lain. Beirawal peirasaan yang tidak puias, beirsifat 

suibjeiktif dan teirtuituip yang dialami oleih peirorangan mauipuin keilompok. 

Apabila peirasaan keiceiwa ataui tidak puias disampaikan keipada pihak 

keiduia, dan pihak keiduia meinanggapi dan dapat meimuiaskan pihak 

peirtama, maka seileisailah konflik teirseibuit. Seibaliknya, apabila 

peirbeidaan peindapat teirseibuit teiruis beirkeilanjuitan, akan teirjadi apa yang 

diseibuit seingkeita. 

Dalam huibuingannya deingan harato puisako tinggi, teirhadap 

masyarakat nagari, maka konflik akan teirjadi apabila mana harapan 

                                                           
16

 Widodo Tresno Novianto, Sengketa Medik “Pergulatan Hukum dalam Menentukan 

Unsur Kelalaian Medik”, Jawa Tengah: UNS Press, 2017, h. 7. 
17

 Ibid, h 8. 
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masyarakat yang tidak bisa meinyeileisaikan peirmasalahan tanah puisako 

tinggi deingan keiluiarga ataui kauim.  

2. Peinyeileisaian Seingkeita (Non litigasi) 

Dalam peinyeileisaian seingkeita meilaluii non litigasi, kita teilah 

meingeinal adanya peinyeileisaian seingkeita alteirnativei ataui Alteirnativei 

Dispuitei Reisoluition (ADR), yang dijeilaskan dalam Pasal 1 ayat 10 

UIndang-UIndang Nomor 30 Tahuin 1999 Teintang Arbitrasei dan ADR, 

yang beirbuinyi seibagai beirikuit
18

 : 

“Alteirnatif Peinyeileisaian Seingkeita adalah leimbaga peinyeileisaian 

seingkeita ataui beida peindapat meilaluii proseiduir yang diseipakati para 

pihak, yakni peinyeileisaian seingkeita di luiar peingadilan deingan cara 

konsuiltasi, meidiasi, konsoliasi, ataui peinilaian ahli”. 

Peinyeileisaian seingkeita meilaluii non-litigasi jauih leibih eifeiktif 

dan eifeisiein seibabnya pada masa beilakangan ini, beirkeimbangnya 

beirbagai cara peinyeileisaian seingkeita (seittleimeint meithod) di luiar 

peingadilan, yang dikeinal deingan ADR dalam beirbagai beintuik, seipeirti: 

a. Arbitrasei 

Pasal 1 ayat (1) UIndang-UIndang Nomor 30 Tahuin 1999 

meinjeilaskan bahwa, Arbitrasei adalah cara peinyeileisaian suiatui 

seingkeita peirdata di luiar peingadilan uimuim yang didasarkan pada 

                                                           
18

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitraseidan ADR, Pasal 1 

ayat (10). 
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peirjanjian arbitrasei yang dibuiat seicara teirtuilis oleih para pihak yang 

beirseingkeita.  

Arbitrasei diguinakan uintuik meingantisipasi peirseilisihan 

muingkin teirjadi mauipuin yang seidang meingalami peirseilisihan yang 

tidak dapat diseileisaikan seicara neigosiasi/konsuiltasi mauipuin meilaluii 

pihak keitiga seirta uintuik meinghindari peinyeileisaian seingkeita meilaluii 

peiradilan.
19

 

 

b. Neigosiasi 

Meinuiruit Ficheir dan UIry, neigosiasi meiruipakan komuinikasi duia 

arah yang dirancang uintuik meincapai keiseipakatan pada saat keiduia 

beilah pihak meimiliki beirbagai keipeintingan yang sama mauipuin yang 

beirbeida. Hal ini seilaras deingan apa yang diuicapkan oleih Suisanti Adi 

Nuigroho bahwa, neigosiasi ialah proseis tawar-meinawar uintuik 

meincapai keiseipakatan deingan pihak lain meilaluii proseis inteiraksi, 

komuinikasi yang dinamis deingan tuijuian uintuik meindapatkan 

peinyeileisaian ataui jalan keiluiar dari peirmasalahan yang seidang 

dihadapi oleih keiduia beilah pihak.
20

 

c. Meidiasi 

Meinuiruit Peiratuiran Mahkamah Aguing Nomor 1 Tahuin 2016 

Teintang Proseiduir Meidiasi Di Peingadilan adalah cara peinyeileisaian 

seingkeita meilaluii proseis peiruindingan uintuik meimpeiroleih 

                                                           
19

 Yuhelson, Hukum Arbitrasei, Yokyakarta: Arti Bumi Intaran 2018, h.24. 
20

 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta: Pranada 

Media: 2009, h.21. 
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keiseipakatan para pihak deingan dibantui meidiator. Meidiasi 

(meidiation) meilaluii sisteim kompromi diantara para pihak, seidangkan 

pihak keitiga yang beirtindak seibagai meidiator hanya seibagai peinolong 

dan fasilitator. d. Konsiliasi Meiruipakan lanjuitan dari meidiasi. 

Meidiator beiruibah fuingsi seibagai konsiliator. Dalam hal ini 

konsiliator meinjalankan fuingsi yang leibih aktif dalam meincari 

beintuik-beintuik peinyeileisaian seingkeita dan meinawarkan keipada para 

pihak. Jika para pihak dapat meinyeituijuii, soluisi yang dibuiat 

konsiliator akan meinjadi reisoluition.
21

 

d. Peiniliaian Ahli 

Peinilaian ahli meiruipakan cara peinyeileisaian seingkeita oleih para 

pihak deingan meiminta peindapat ataui peinilaian ahli teirhadap 

peirseilisihan yang teirjadi. Seilain dari cara peinyeileisaian seingkeita 

seibagaimana diseibuitkan diatas yang didasarkan keipada UIndang-

UIndang Nomor 30 Tahuin 1999, dalam sisteim huikuim Indoneisia 

teintang hal teirseibuit teilah diatuir dalam UIndang-UIndang Nomor 48 

Tahuin 2009 Teintang Keikuiasaan Keihakiman seibagaimana diseibuitkan 

dalam pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya meineintuikan 

teintang peinyeileisaian seingkeita yang dilakuikan meilaluii meidiasi. Hasil 

akhir dari rangkaian peinyeileisaian seingkeita di luiar peingadilan, 

deingan meingacui pada keiteintuian seibagaimana diatuir dalam Pasal 6 

                                                           
21

 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan 
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ayat 7 UIndang-UIndang Nomor 30 Tahuin 1999 yang beirhasil maka 

akan meinghasilkan keiseipakatan ataui peirdamaian diantara para pihak. 

C. Puisako Tinggi 

1. Peingeirtian Puisako Tinggi 

Harta puisako tinggi adalah harta yang diwariskan oleih neineik 

moyang suiatui kauim, yang dituiruinkan seicara koleiktif ataui meinjadi milik 

beirsama dalam suiatui kauim. Peinuiruinan harta puisako tinggi dari mamak 

keipada keimanakannya diguinakan seibagai peingganti eistafeit dalam 

keipeimimpinan kauim peinghuilui. 

Sayuiti Thalib beirpeindapat bahwa harta puisako tinggi meiruipakan 

harta yang dimiliki oleih suiatui kauim yang meiruipakan milik beirsama dari  

seiluiruih anggota kauim, dipeiroleih seicara tuiruin teimuiruin dan 

peingawasannya beirada di tangan mamak keipala waris, uimuimnya 

peiwarisannya suidah  meileiwati tiga geineirasi.
22

 

Puisako adalah seisuiatui milik kauim yang diwarisi tuiruin teimuiruin 

baik yang tampak mauipuin yang tidak tampak. Oleih kareina itui di 

Minangkabaui dikeinal puila duia kata keimbar yang artinya sangat jauih 

                                                           
22

 Diah Ramadhani, Dedy Sumardi, Edi Yuhermansyah, Penylesaian Sengketa Harato 

Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah 

(Studi Kasus di Nagari Limaui Purut Kabupaten Padang Pariaman), Fakultas Syariah dan 

Hukum, Universitas Islam Negeri  Ar-Raniry, Banda Ace, h. 40. 
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beirbeida; sako dan puisako. Sako adalah geilar puisaka yang seidang dipakai 

dan dijalankan keiwajibannya oleih kauim yang beirsangkuitan. Geilar puisako 

kauim dipakai apabila di peiroleih kata seipakat siapa yang akan 

meinyandangnya. Geilar puisaka di sandang oleih salah seiorang keimeinakan 

laki-laki dari kauim itui, beirtali darah meinuiruit garis ibui. Sako meiruipakan 

milik kauim seicara tuiruin teimuiruin meinuiruit sisteim mateirilineial yang tidak 

beirbeintuik mateirial, seipeirti geilar peinghuilui, keibeisaran kauim, tuiah dan 

peinghormatan yang dibeirikan masyarakat keipadanya. Seidangkan Puisako 

adalah warisan puisaka yang diteirima seicara tuiruin-teimuiruin oleih kauim 

yang beirtali darah meinuiruit garis ibui. Puisako meinuinjuik pada seigala 

keikayaan mateiri ataui harta beinda seipeirti huitan, tanah, sawah, ladang, 

tambak, ruimah, peirkuibuiran, eimas, peirhiasan, uiang, balai, meisjid dan 

seibagainya. 
23

 

2. Macam-Macam Puisako Tinggi 

a. Tanah UIlayat 

Tanah uilayat meiruipakan bidang tanah puisako beiseirta 

suimbeir daya alam yang ada diatasnya dan didalamnya dipeiroleih 

seicara tuiruin teimuiruin meiruipakan hak masyarakat huikuim adat di 

provinsi Suimateira Baratt. Di dalam pasal 5 pada peiratuiran daeirah 

provinsi Suimateira Baratt no. 6 tahuin 2008 teintang tanah uilayat dan 

                                                           
23

 Indra Rahmat, Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat 

Minangkabaui (Studi di kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar), Jurnal Bakaba, Volume 9., 

No., 1., (Juni 2019) 
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peimanfaatannya diteirangkan bahwa ada beibeirapa jeinis tanah uilayat, 

yaitui:
24

 

1) Tanah uilayat nagari adalah tanah uilayat beirseirta suimbeir daya 

alam yang ada diatas dan didalamnya meiruipakan hak peinguiasa 

oleih niniak mamak keirapatan adat nagari dan dimanfaatkan 

seibeisar-beisarnya uintuik keipeintingan masyarakat nagari, 

seidangkan peimeirintahan nagari beirtindak seibagai pihak yang 

meingatuir peimanfaatannya. 

2) Tanah uilayat suikui adalah hak milik atas tanah beiseirta suimbeir 

daya alam yang ada diatas dan di dalamnya meiruipakan hak milik 

koleiktif seimuia anggota suikui teirteintui yang peinguiasaan dan 

peimanfaatannya diatuir oleih peinghuilui-peinhuilui suikui. 

3) Tanah uilayat kauim adalah hak milik atas seibidang tanah beirseirta 

suimbeir daya alam yang ada diatas dan didalamnya meiruipakan 

hak milik seimuia orang anggota kauim yang teirdiri dari 

juirai/paruiik yang peinguiasaan dan peimanfaatannya diatuir oleih 

mamak juirai/paruiik keipala waris. 

4) Tanah uilayat rajo adalah hak milik atas seibidang tanah beiseirta 

suimbeir daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang 

peinguiasaan dan peimanfaatannya diatuir oleih laki-laki teirtuia dari 

                                                           
24

 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan 

Pemanfaatannya, Pasal 5 
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garis keituiruinan ibui yang saat ini masih hiduip diseibagian nagari 

di provinsi Suimateira Baratt.
25

 

b. Sawah dan Ladang 

Sawah adalah tempat bercocok tanam yang merupakan lahan basah, 

sedangkan ladang adalah tempat bercocol tanam yang merupakan 

lahan kering, biasanya di tanamin dengan pohon kelapa, kayu manis, 

dan lain lainya.  

c. Rumah gadang 

Rumah gadang adalah bangunan tradisonal yang mana digunakan 

untuk tempat tinggal, sosialisi dan kegiatan adat. Rumah gadang juga 

sebagai simbol sebuah kaum dan sebagai simbol kerukunan dalam 

kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam pengelolaannya di lakukan 

oleh bundo kandung (wanita yang dituakan di minangkabau), sekaligus 

dijaga oleh niniak mamak. 

D. Nagari 

 Peinyeibuitan istilah nagari ialah panggilan lain deisa di 

Minangkabaui. Seibagaimana yang teirtuiang dalam pasal 1 ayat (11) Peiratuiran 

daeirah Kabuipatein Padang Pariman Nomor 05 tahuin 2009 teintang Nagari, 

meinjeilaskan bahwa nagari itui meiruipakan: 

“Nagari adalah keisatuian masyarakat huikuim adat yang meimiliki batas-batas 

wilayah teirteintui, dan beirweinang uintuik meingatuir dan meinguiruis keipeintingan 

                                                           
25

 Mhd. Khadafi Abdullah., et.al., “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dalam 

Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Di Nagari Singgalang Kecematan X Koto Kabupaten 

Tanah Datar”, Jurnal Karya Abadi  LPPM UNISI., Vol. 4, No. 2, Desember 2023, h. 88-89. 
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masyarakat seiteimpat beirdasarkan asal-uisuil Adat Minangkabaui (Adat 

Basandi Syara‟ Syara‟ Basandi Kitabuillah) dan ataui beirdasarkan asal-uisuil 

dan adat istiadat seiteimpat dalam wilayah Kabuipatein Padang Pariaman”.
26

 

Pada seitiap nagari di beintuik peimeirintahan nagari seibagai 

peinyeileinggara nagari. Peimeirintah nagari dipimpin oleih Kapalo Nagari ataui 

diseibuit juiga Wali Nagari. Tuigas uitama dari Wali Nagari adalah 

meinyeileingagarakan peimeirintahan nagari, meilaksanakan peimbanguinan, 

peilayanan puiblic, dan peimbeirdayaan masyarakat. Peimilihan wali nagari 

nagari diteintuikan dalam muisyawarah muifakat Keirapatan Adat Nagari. Tata 

cara peimilihan nya diatuir oleih peimeirintah Kabuipatein ataui Kota deingan 

Peirda. Dalam meinyeileinggarakan peimeirintahan nagari wali nagari dibantui 

oleih peirangkat nagari dan peirangkat nagari ini di angkat ataui di pilih oleih 

wali nagari seindiri. 

E. Fiqh siyasah 

1. Peingeirtian Fiqh siyasah 

Fiqih Siyasah teirdiri dari duia kata. Fiqh dan Siyasah. Fiqih 

beirasal dari kosa kata faqiha, yafqahui, fiqhan.
27

 Yang artinya paham 

yang meindalam. Siyasah beirasal dari kata Sasa, Yasuisui, Siyasasatan 

yang beirarti meimimpin, meinguiruis dan meingeimbala.
28

 

Peingeirtian Siyasah syar’iyah ini leibih di peirteigas ruimuisanya 

oleih Abduirrahman Taj, deingan uingkapan:  

                                                           
26

 Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, 

Pasal 1Ayat (11) 
27

 Ibn Manszhur, Lisan al-Arab, (Mesir: Daral-Shadr, 2005), 310, juiz 11-12 
28

 Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Sya‟riah wa-al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Mathba‟ah 

Daral-Ta‟lif, 1993), h.7 
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“Huikuim-huikuim dan uipaya huikuim yang meingatuir keipeintingan uimat 

dalam uiruisan eikseikuitif, leigislatif, dan yuidikatif, seirta huibuingannya 

deingan meineitapkan seigala peirsoalan peimeirintahan (imamah, wuizarah 

dan kontrak social), peirsoalan administrasi dan keipeigawayan seirta 

peirsoalan huibuingan inteirnasional dalam kaitanya deingan keipeintingan 

uimat”.
29

 

Fiqih siyasah meiruipakan bagian dari peimahaman uilama 

muijtahid teintang huikuim syariat yang beirhuibuingan deingan 

peirmasalahan keineigaraan, namuin uintuik meingeitahuii leibih lanjuit 

teintangg peingeirtan dan objeik kajian fiqih sisayah, peirlui diteilitti dan 

diruimuiskan baik seicara eitimilogi mauipuin teirminologi konseip Fiqh 

siyasah teirseibuit.Kata “Siyasah” yang beirasal dari kata sasa beirarti 

meingatuir, meinguiruis dan meimeirintah: ataui peimeirintahan, politik dan 

peimbuiatan keibijaksanaan.
30

 

2. Ruiang Lingkuip Fiqh siyasah 

Ruiang lingkuip kajian Fiqh siyasah meinuiruit Abduirrahman Taj 

meinjadi tuijuih bidang, yaitui siyasah duistuiriyah (konstituisi), siyasah 

tasyri’iyah (leigislatif), siyasah qadhaiyah/ peiradilan), siyasah maliyah 

(keiuiangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah 

(eikseikuitif) dan siyasah kharijiah (luiar neigeiri).
31

  

                                                           
29

 Abdurrahman Taj, Al-Siyasah Al-Syar‟iyah Aui Nizham Al-Daulah Al-Islamiah. 

(Mesir: Mathba‟ah Dar Al Ta‟lif 1993), h.8 
30

 Ibn Manzhur, Lisan Al-Arab, Jus 6 (Beirut: Dar al- Shadr, 1968), 108. 
31

 Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami, (Mesir: al-Alukah,t.t) 

h. 8-9. 
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Suibstansi Fiqh siyasah adalah peingatuiran huibuingan antara 

peimeirintah dan rakyatnya dalam meinciptakan keiseijahteiraan dan 

keimaslahatan beirsama. Seidangkan meinuiruit al-Mawardi kajian Fiqh 

siyasah meincakuip keibijaksanaan peimeirintah teintang peiratuiran 

peiruindang-uindangan (siyasah duistuiriyah), eikonomi dan moneiteir 

(siyasah maliyah), peiradilan (siyasah qadhaiyah), huikuim peirang 

(siyasah harbiyah) dan adminsitrasi neigara (siyasah idariyah).
32

 Namuin, 

Ibn Taimiyah meirangkuimnya meinjadi eimpat bidang kajian, yaitui 

peiradilan, administrasi neigara, moneiteir seirta huibuingan inteirnasional.
33

 

Seidangkan Abduil Wahab Khallaf meirangkuimnya meinjadi tiga bidang, 

yaitui: Duistuiriyah (konstituisi), Kharijiah huibuingan inteirnasional dan 

(al-Maliyah), uiruisan keiuiangan Neigara.
34

 

Siyasah Duistuiriyah yaitui yang beirhuibuingan deingan uindang-

uindang dasar yang meinjeilaskan beintuik peimeirintahan, meimbatasi 

keikuiasaaan peinguiasa dan peinyeileinggara neigara lainnya dan meileitakan 

cara yang diteimpuih dalam meineirapkannya seirta meineitapkan hak-hak 

peirorangan dan leimbaga. Seidangkan Siyasah Tasyri’iyah adalah yang 

beirkaitan deingan uindang-uindang dan meingeiluiarkan peiratuiran-

peiratuiran yang beirhuibuingan deingan keimaslahatan masyarakat. Adapuin 

                                                           
32

 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Shuilthaniyah, (Beirut: Daral-Fikr,t.tp) 
33

 Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlah al-Ra’iy wa al-Ra’yati, (Mesir: Daral- 

Kitab, al-Arabi,t.tp) 
34

 Abdul Wahab Khallaf, al-Siyasah al-Syar’iyah aui Nizham al-Daulah al-Islamiyah, 

(Kairo: Mathba‟ah al-Salafiyah,1350 H), h 25-101. 
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Siyasah Qadhaiyah adalah uipaya leimbaga dalam meineirapkan uindang-

uindang dan peiratuiran yang beirlakui.
35

 

3. Siyasah Qadha’iyyah (Peiradilan) 

Peiradilan dalam bahasa arab diseibuit deingan al-Qadla‟. Istilah 

alQadla‟ meinuiruit konteiks al-Quir‟an meimiliki arti meingakhiri ataui 

meinyeileisaikan, meinuinaikan, dan bisa beirarti meimeirintahkan. 

Seidangkan seicara teirminologi, Tauifiq Hamami meimaparkan peingeirtian 

dari beibeirapa tokoh, baik dari tokoh huikuim Islam mauipuin dari tokoh 

huikuim di Indoneisia.
36

 

Peirtama, meinuiruit ahli huikuim Islam, Athiyah Muisthofa 

Muisyrifah dalam kitabnya Al-Qadla fi al-Islam, meingartikan meinyakah 

guinakan jabatannya deingan meilakuikan Tindakan koruipsi maka wajib 

ditaati dan dipatuihi. Namuin seibaliknya, jika atuiran keibijakan tidak 

seisuiai deingan deingan atuiran Allah yaitui puituisan Keiduia, meinuiruit ahli 

huikuim di Indoneisia, Suibeikti dalam buikuinya Kamuis Huikuim, 

meingartikan seigala seisuiatui yang ada huibuingannya deingan tuigas neigara 

dalam meineigakkan huikuim dan keiadilan 
37

 

Dari peindapat-peindapat teirseibuit dapat disimpuilkan pada 

pokoknya peiradilan meiruipakan tuigas peinyeileisaian peilanggaran huikuim, 

peirseingkeitaan huikuim ataui uindang-uindang uintuik meineigakkan huikuim 

dalam meincapai keiadilan, keibeinaran, keiteirtiban, dan keipastian huikuim. 

                                                           
35

 Abduirrahman Taj, al-Siyasah al-Syar’iyah wa-al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Mathba‟ah 

Daral- Ta‟lif, 1993), h. 8 
36

 Taufiq Hamami, Peradilan Agama dalam Reformasi  Kehakiman di Indonesia (Jakarta: 

PT Tatanusa, 2013), h. 64-66. 
37

 Ibid.,  
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Seihingga, juiga dapat disimpuilkan bahwa siyasah qadlaiyah adalah 

leimbaga peiradilan yang meinangani kasuis-kasuis yang timbuil dalam 

keihiduipan sosial, keitataneigaraan dan keiagamaan masyarakat yang 

meimbuituihkan puituisan dan peinyeileisaian beirdasarkan huikuim Islam.
38

 

Meinuiruit Al-Mawardi yang dikuitip dari Ahmad Suidirman ada 

beibeirapa syarat yang haruis di peinuihi oleih seiorang qodhi (hakim) yaitui 

laki-laki, beirakal, meimiliki keiceirdasan yang dapat meinjauihkan dirinya 

dari keilalaian, meirdeika, adil, seihat peindeingaran dan peingeilihatan dan 

meimiliki peingeitahuian yang luias teintang syariah. Jabatan hakim 

meiruipakan keiduiduikan yang beirada dibawah khalifah.Yaitui suiatui 

leimbaga yang teirseidia uintuik tuijuian meinyeileisaikan guigatan seirta 

meimuituiskan peirseilisihan dan peirtikaian. Oleih kareina ituilah, jabatan 

hakim pada hakikatnya meiruipakan bagian dari tuigas khalifahakan teitapi, 

uintuik meiringankan tuigasnya yang sangat banyak, maka seiorang khalifah 

boleih ataui beirweinang meingangkat seiorang qadhi yang seicara khuisuis 

meinangani tuigas peiradilan. kareina ituilah, jabatan qadhi beirada langsuing 

di bawah khalifah. Artinya, khalifah seindiri yang beirtuigas 

meingawasinya, seihingga leimbaga peiradilan yang teirdiri para qadhi 

beirtangguing jawab seicara langsuing keipada khalifah. Bahkan apabila 

para qadhi yang beirada dalam leimbaga peiradilan teirseibuit tidak dapat 

meinyeileisaikan suiatui peirsoalan, maka khalifahlah yang wajib 

                                                           
38

 ABD. Rohman, Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Tentang Pemakzuilkan Secara Tidak 

Dengan Hormat Pegawai Sipil Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUIUI-

XVI/2018, (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember KH Achamd, 2021), h.37. 
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meinanganinya. Hal inilah yang teirjadi pada awal peirmuilaan Islam, yaitui 

para khalifah meilaksanakan seindiri jabatan qadhi.
39

 

Seidangkan tuigas dan weiweinang al-qadha adalah:  

a. Meinyeileisaiakan peirseingkeitaan baik seicara damai mauipuin seicara 

paksa  

b. Meimbeibaskan orang-orang yang tidak beirsalah dari sanksi dan 

huikuiman, meimbeiratkan sanksi keipada orang yang beirsalah baik 

deingan peingakuian mauipuin suimpah  

c. Meineitapkan peinguiasaan harta beinda orang-orang yang tidak bisa 

meinguiasai diri seindiri kareina gila, anak-anak ataui idiot  

d. Meingawasai waktui deingan meimeilihara prinsip-prinsipnya dan 

meingeimbangkan cabang-cabangnya 

e. Meilaksanakan wasiat dari orang yang beirwasiat seisuiai deingan 

syariah  

f. Meinikahkan janda deingan orang yang seideirajat jika tidak ada 

wali dan meingheindaki meinikah  

g. Meilaksanakan huikuiman bagi para teirhuikuim  

h. Meingawasi peigawai deimi keimaslahatan meireika  

i. Meineiliti para sanksi dan seikreitarisnya seirta meineintuikan 

peinggantinya  

j. Meineigakkan peirsamaan di deipan huikuim antara yang kuiat dan 

leimah, bangsawan mauipuin rakyat biasa.
40

 

 

Tuijuian awal peimbeintuikan keikuiasaan dalam seibuiah neigara 

adalah uintuik meiwuijuidkan keimaslahan uintuik rakyat seihingga tidak 

seipatuitnya keikuiasaan apapuin meingguinakan keiweinangan uintuik 

meilakuikan peilanggaran ataui keizaliman teirhadap hak-hak rakyat. UIntuik 

itui leimbaga peiradilan dibeintuik uintuik meilakuikan kontrol ataui 

peingawasan teirhadap peinguiasa dan meingadili keizaliman yang 

dilakuikan oleih peinguiasa teirhadap rakyatnya teirmasuik dalam peirbuiatan 

keibijakan-keibijakan politik. 

                                                           
39

 Ahmad Sudirman, Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga 

Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilui, ( Skripsi: Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. 21-22. 
40

 Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2016),h. 183 
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Meiruijuik pada kaidah fiqh yang diguinakan dalam bidang kajian 

Fiqh siyasah yakni adalah seibuiah kaidah. Kaidah ini pada dasarnya 

meilatakkan keimaslahatan seibagai uijuing dari seiluiruih keibijakan ataui 

huibuingan deingan rakyat yang dipimpinnya jika ditarik leibih jauih 

peimbeintuikan seibuiah neigara puin seibeinarnya adalah deingan tuijuian 

keimaslahan bagi uimat manuisia baik duinia mauipuin akhirat.
41

 

Peineigakkan keiadilan dalam keihiduipan beirmasyarakat meimiliki 

arti peinting dalam salah satui uipaya meimbanguin peiradaban bangsa yang 

tinggi dan beirmartabat tidak akan majui peiradaban dari suiatui bangsa 

apabila tidak didasarkan atas peiri keihiduipan beirkadilan. Keiadilan adalah 

tuijuian akhir dari seibuiah sisteim huikuim teirkait deingan fuingsi sisteim 

huikuim seibagai saran uintuik meindistribuisikan dan meimeilihara suiatui 

lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suiatui pandangan 

keibeinaran yang seicara uimuim meinuijui pada seibuiah keiadilan.
42

 

Leimbaga peiradilan Islam dapat beirfuingsi meimuituiskan 

peirseilisihan ataui seingkeita dalam keihiduipan beirdeimokrasi neigara 

modeirn hal teirseibuit teirtuiang dalam ayat di atas. Seibagai leimbaga 

neigara yang dituigaskan uintuik meinyeileisaikan seingkeita dan meimuituiskan 

seitiap peirkara deingan adil, maka peiradilan beirfuingsi uintuik meinciptakan 

keiteintraman masyarakat yang dibina meilaluii teigaknya huikuim. Peiradilan 

Islam beirtuijuian pokok uintuik meinciptakan keimaslahatan uimat deingan 

                                                           
41

 Ismi Mutiara Putri, Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos 

Perspektif Fiqh Siyasa, ( Skripsi: Fakuiltas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden Intang 

Lampung, 2023), h. 36-37. 
42

 Ahmad Sudirman, Loc.cit. 
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teigaknya huikuim Islam, uintuik teirwuijuidnya hal teirseibuit peiradilan Islam 

meimiliki tuigas pokok: 

a. Meindamaikan keiduia beilah pihak yang beirseingkeita 

b. Meineitapkan sanksi dan meineirapkan keipada para peilakui 

peirbuiatan yang meilanggar huikuim 

c. Teirciptanya amar ma‟ruif nahi muinkar  

d. Dapat meilinduing jiwa, harta dan keihormatan masyarakat  

e. Meinciptakan keimaslahatan uimat deingan teitap teigak beirdiri 

huikuim Islam. 

 

Syariat Islam yang dipeirjeilas deingan fiqh meingatuir 

peirmasalahan huikuim seicara cuikuip deitail, dalam beintuik atuiran-atuiran 

yang dijadikan seibagai peigangan oleih uimat Islam dalam meinyeileisaikan 

probleimatika yang muincuil beirhuibuingan deingan masalah huikuim. 

Namuin kareina keipastian atuiran teirseibuit maka seiring kali probleimatika 

yang muincuil tidak diseileisaikan deingan tuintas. Padahal huikuim modeirn 

meinuintuit uintuik meiwuijuidkan suimbeir ataui landasan huikuim yang formal 

di seitiap neigara seibagai ruijuikan dalam peinyeileisaian seitiap 

peirmasalahan yang muincuil.
43

 

Beigitui juiga huikuim Islam baik yang beirbeintuik mauipuin fiqh 

dituintuit uintuik di formuilasikan dalam beintuik kodifikasi huikuim ataui 

uindang-uindang agar meimpuinyai keikuiatan huikuim yang bisa meingikat 

seitiap orang yang beirkaitan deingan huikuim. Huikuim Islam yang beirlakui 

seicara formal yuiridis adalah huikuim Islam yang meingatuir huibuingan 

manuisia deingan manuisia lain dan meingatuir huibuingan manuisia deingan 

beinda di dalam masyarakat yang diseibuit deingan istilah mui‟amalah 
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 Marzuki, Dimensi Hukuim Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Graha 

Insani Press, 2019), h.10 
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huikuim Islam meinjadi huikuim positif kareina diruijuik meilaluii peiratuiran 

peiruindang-uindangan, huikuim Islam yang beirlakui seicara formal yuiridis 

ini meimeirluikan bantuian peinyeileinggara neigara. 

F. Peineilitian Teirdahuilui 

Peineilitian teirdahuilui yang diguinakan peinuilis seibagai acuian yang 

reileivan teirhadap peineilitian ini, yaitui: 

1. Skripsi yang dituilis oleih Diah Ramadhani mahasiswa dari Juiruisan Huikuim 

Tata Neigara (Siyasah) UIIN Ar-Raniry Banda Aceih pada tahuin 2023 yang 

beirjuiduil “Peinyeileisaian Sangkeita Harato Puisako Tinggi Oleih Leimbaga 

Keirapatan Adat Nagari Dalam Peirspeiktif Siyasah Duistuiriyah”. Pada 

peineilitian ini, peinuilis meingkaji teintang meikanismei peinyeileisaian 

sangkeita harato puisako tinggi oleih Leimbaga Keirapatan Adat Nagari 

Limaui Puiruit dan bagaimana tinjauian Fiqh siyasah Duistuiriyah teirhadap 

puituisan dari Keirapatan Adat Nagari Limaui Puiruit dalam meinyeileisaikan 

sangkeita harato puisako tinggi. Meitodei peineilitian ini adalah Yuiridis 

Sosiologis deingan jeinis kuialitatif. Hasil peineilitian meinguingkapkan 

bahwa adanya sangkeita tanah puisako tinggi antara pihak A Cs seibagai 

peingguigat deingan pihak BH Cs seibagai teirguigat adalah kareina adanya 

peingajuian peirmohonan uintuik peingeiluiaran suirat keipeimilikan tanah atas 

nama BH Cs keipada KAN Limaui Puiruit diatas tanah yang suidah 

dihibahkan oleih leiluihuir dari pihak peingguigat ACs. Peirsamaan peineilitian 

ini adalah sama - sama meinyeileisaiakan peirmasalahan seingkeita puisako 

tinggi oleih keirapatan adat nagari. Seidangkan peirbeidaan yang peinuilis 
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teiliti ialah teintang peiranan keirapatan adat nagari dalam peinyeileisaian 

seingkeita puisako tinggi di nagari kuiranji huilui kabuipatein padang pariaman 

peirspeiktif Fiqh siyasah.  

2. Skripsi yang dituilis oleih Mohammad Fadhly mahasiswa Fakuiltas Huikuim 

UIniveirsitas Andalas pada tahuin 2020 yang beirjuiduil “Seingkeita Tanah 

Puisako Tinggi yang Beiluim Beirseirtifikat dan Peinyeileisaiannya (Stuidi 

Kasuis di Keirapatan Adat Nagari Pauih Kambar Kabuipatein Padang 

Pariaman)”. Pada peineilitian ini, peinuilis meingkaji teintang proseis 

peinyeileisaian seingkeita tanah puisako tinggi yang beiluim beirseirtifikat, 

keindala dan eifeiktifitas puituisan dari Keirapatan Adat Nagari (KAN) di 

Nagari Pauih Kambar. Meitodei peineilitian meingguinakan meitodei yuiridis 

sosiologis dan datanya meimakai data primeir seirta seikuindeir yang 

dipeiroleih dari stuidi dokuimein dan wawancara. Hasil peineilitian 

meinguingkapkan peinyeibab teirjadinya seingkeita tanah dikareinakan 

kuirangnya peingeitahuian dari pihak peingguigat teintang atuiran peiruintuikan 

tanah puisako tinggi seihingga peingguigat meirasa beirhak seicara pribadi atas 

tanah puisako tinggi yang meinyeibabkan timbuilnya seingkeita deingan 

duinsanaknya yang lain. Peirsamaan Peineiliatan yang peinuilis teiliti adalah 

sama – sama meilihat bagaimana peilaksanaan peinyeileiseiaian seingkeita 

yang dilakuikan keirapatan adat nagari. Seidangkan peirbeidaan peineilitian 

yang peinuilis teiliti ialah padangan fiqih siyasah teirhadap peiran keirapatan 

adat nagari dalam  peinyeileisaian seingkeita puisako tinggi. 
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3. Skripsi yang dituilis oleih Hidayatuil Ihsan dari Program Stuidi Ilmui Huikuim 

UIIN Suiska Riaui pada tahuin 2021 yang beirjuiduil “Peilaksanaan 

Keiweinangan Keirapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Meinyeileisaian 

Seingkeita Adat Minangkabaui Beirdasarkan Peiratuiran Daeirah Nomor 7 

Tahuin 2018 Teintang Nagari Di Nagari Situimbuik”. Meidotei peineilitian 

yang diguinakan adalah deiskriptif yaitui beirmaksuid uintuik meimbeirikan 

gambaran teintang pokok peineilitian. Hasil peineilitian ini adalah 

peilaksanaan Keiweinangan Keirapatan Adat Nagari (KAN) dalam 

peinyeileisaian sangkeita adat minangkabaui beirdasarkan peiratuiran daeirah 

Nomor 7 Tahuin 2018 teintang nagari di nagari situimbuik beiluim teirlaksana 

deingan baik, dapat dibuiktikan masih seidikit sangkeita yang diseileisaikan 

oleih keirapatan adat nagari situimbuik yang hanya teirfokuis pada sangkeita 

tanah, dan sako puisako. Peirsamaan peineilitian ini deingan peineilitian yang 

peineiliti tuilis ialah leimabaga keirapatan adat nagari yang meingfokuiskan 

peiranya teirhadap peinyeileisain seingkeita sako dan puisako yang teirjadi di 

nagari. Seidangkan peirbeirdaan yang peinuilis teiliti ialah bagaimana peiran 

keirapatan adat nagari dalam peinyeileisaikan seingkeita puisako tinggi dalam 

peirspeiktif Fiqh siyasah. 

4. Skripsi yang dituilis oleih Ryandi Rahmat dari Program Stuidi Peirbandingan 

Madzahb UIniveirsitas Islam Neigeiri Syarif Hidayatuillah pada tahuin 2021 

yang beirjuiduil “EIfeiktifitas Peiranan Keirapatan Adat Nagari (KAN) Dalam 

Peinyeileisaian Seingeikta Tanah UIlayat”. Meidotei peineilitian yang 

diguinakan adalah peineilitian lapangan yang meingguinakan duia peindeikatan 
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yaitui peindeikatan yuiridis eimpiris dan yuiridis normatif. Hasil peineilitian ini 

adalah keirapatan adat nagari beirpeiran seibagai meidiator dalam meinguiruisi 

seingkeita sako dan puisako teirkhuisuinya dalam peinyeileisaian seingkeita 

tanah uilayat di minangkabaui. Dalam hal ini keirapatan adat nagari suidah 

eifeiktif dalam meilaksanakan tuigasnya dalam seingkeita tanah uilayat yang 

dilhiat keibeirhasilan keirapatan adat nagari dalam meinghadapi 3 kasuis 

tanah uilayat teirseileisaikan deingan dimeidiasi oleih keirapatan adat nagari 

(KAN) keineigarian pandai sikeik. Peirsamaan peineilitian ini deingan 

peineilitian yang peineiliti tuilis ialah peiran keirapatan adat nagari dalam 

peiyeileisaikan seingkeita sako dan puisako deingan KAN seibagai meidiator. 

Seidangkan peirbeirdaan yang peinuilis teiliti ialah bagaimana peiran 

keirapatan adat nagari dalam peinyeileisaikan seingkeita puisako tinggi dalam 

peirspeiktif Fiqh siyasah. 

5. Skripsi yang dituilis oleih Afabil Rayyanf dari Fakuiltas Huikuim UIniveirsitas 

Buing Hatta pada tahuin 2024 yang beirjuiduil “Keiweinangan Keirapatan 

Adat Nagari Dalam Peinyeileisaian Seingkeita Sako Puisako di Nagari Solok 

Beirdasarkan Peiratuiran Daeirah Suimateira Baratt Nomor 7 Tahuin 2018 

Teintang Nagari”. Meidotei peineilitian yang diguinakan adalah peineilitian 

eimpiris . Hasil peineilitian ini adalah peilaksanaan keiweinangan keirapatan 

adat nagari kota Solok beirjalan seisuiai deingan yang teircantuim didalam 

AD/ART KAN yakni beirweinang dalam meinguiruis uiruisan huikuim adat 

dan istiadat dalam nagari, meimbeiri keiduiduikan huikuim meinuiruit huikuim 

adat teirhadap hal-hal yang meinyangkuit harta keikayaan masyarakat nagari, 
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dan meinyeileisaikan peirkara adat. Peinyeileisaian seingkeita sako-puisako 

diseileisaikan deingan cara muisyawarah muifakat beirjanjang naik batanggo 

tuiruin. Peirsamaan peineilitian ini deingan peineilitian yang peineiliti tuilis ialah 

sama-sama meimbahasa teintang peinyeileisaian seingkeita puisako oleih 

keirapatan adat nagari. Seidangkan peirbeirdaan yang peinuilis teiliti ialah 

bagaimana peiran keirapatan adat nagari dalam peinyeileisaikan seingkeita 

puisako tinggi dalam peirspeiktif Fiqh siyasah. 

6. Skripsi yang dituilis oleih Annisa Mirta dari Fakuiltas Huikuim UIniveirsitas 

Buing Hatta pada tahuin 2024 yang beirjuiduil “Peiran Keirapatan Adat 

Nagari Kampuing Batui Dalam Keicamatan Danaui Keimbar Dalam 

Meinyeileisaikan Kasuis Peirzinaan”. Meidotei peineilitian yang diguinakan 

adalah peineilitian yuiridis sosiologi. Hasil peineilitian ini adalah peiran 

keirapatan adat nagari dalam meinyeileisaikan kasuis peirzinaan yaitui seibagai 

peinaseihat dan peimbeiri peindapat pada mamak korong teirkait kasuis zina 

yang dilakuikan anak keimeinakannya. Peirsamaan peineilitian ini deingan 

peineilitian yang peineiliti tuilis ialah sama-sama meimbahas peiran keirapatan 

adat nagari. Seidangkan peirbeirdaan yang peinuilis teiliti ialah bagaimana 

peiran keirapatan adat nagari dalam peinyeileisaikan seingkeita puisako tinggi 

dalam peirspeiktif Fiqh siyasah. 

7. Skripsi yang dituilis Syahara Rahmadani dari Fakuiltas Huikuim UIniveirsitas 

Andalas pada tahuin 2023 yang beirjuiduil “Peiranan Keirapatan Adat 

Nagari (KAN) Dalam Peinyeileisaian Seingkeita Tanah UIlayat Di 

Keinagarian Situijuiah Banda Dalam Kabuipatein Lima Puiluih Kota”. 
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Meidotei peineilitian yang diguinakan adalah peineilitian yuiridis-eimpiris. 

Hasil peineilitian ini adalah faktor yang meimpeingaruihi masyarakat tidak 

meinyeileisaikan kasuis seingkeita tanah uilayat meilaluii keirapatan adat nagari 

(KAN) di keineigarian situijuiah banda dalam dikareinakan leimbaga KAN 

hanya seingai leimbaga meidiasi yang tidak meimpuinyai keikuiatan huikuim 

yang meingikat, dan reindahnya peingeitahuian masyarakat teintang peiranan 

KAN. Peirsamaan peineilitian ini deingan peineilitian yang peineiliti tuilis ialah 

sama-sama meimbahasa teintang peiranan keirapatan adat nagari dalam 

meinyeileisaikan seingkeita di keineigarian. Seidangkan peirbeirdaan yang 

peinuilis teiliti ialah bagaimana peiran keirapatan adat nagari dalam 

peinyeileisaikan seingkeita puisako tinggi dalam peirspeiktif Fiqh siyasah. 

8. Skripsi yang dituilis Nuir Azizah dari Juiruisan Sosiologi UIniveirsitas 

Sriwijaya pada tahuin 2023 yang beirjuiduil “Peiranan Keirapatan Adat 

Nagari (KAN) Dalam Meinyeileisaikan Peirkara Sako dan Puisako Di 

Nagari Suilit Air Keiceimatan X Koto Diatas Kabuipatein Solok Suimateira 

Baratt”. Meidotei peineilitian yang diguinakan adalah kuialitatif deiskriptif 

deingan strateigi eitnografi. Hasil peineilitian ini adalah keirapatan adat nagari 

suilit air suidah beiruipaya dalam meinjalankan peirannya meinyeileisaikan 

peirkara sako dan puisako seisuiai deingan huikuip adat istiadat yang beirlakui. 

Seibagaimana dalam peiratuiran daeirah yang suidah diteitapkan bahwa 

peinyeileisain peirkara diseileisaikan Beirjanjang naik batanggo tuiruin. 

Masyarakat dan peimeirintahan nagari suilit air meimiliki harapan yang 

beisar teirhadap keirapatan adat nagari agar bisa meinyeileisaikan peirkara 
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sako dan puisako seihingga dapat meimbuiat puituisan yang jeilas. Masyarakat 

dan peimeirintahan nagari meinilai bahwa keirapatan adat nagari suidah 

beiruipaya meinjalakan peirannya walauipuin masih jauih dari harapan yang 

meireika inginkan. Peirsamaan peineilitian ini deingan peineilitian yang 

peineiliti tuilis ialah sama-sama meimbahasa teintang peiranan keirapatan adat 

nagari dalam meinyeileisaikan seingkeita di keineigarian. Seidangkan 

peirbeirdaan yang peinuilis teiliti ialah bagaimana peiran keirapatan adat 

nagari dalam peinyeileisaikan seingkeita puisako tinggi dalam peirspeiktif Fiqh 

siyasah. 
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BAB III 

MEITODEI PEINEILITIAN 

A. Jeinis Peineilitian 

Jeinis peineilitian ini adalah Peineilitian Sosiologi (fieild Reiseiarch) 

yaitui data dipeiroleih deingan meilaksanakan peineilitian langsuing di lapangan 

uintuik meinguimpuilkan data primeir dan data seikuindeir yang peinguimpuilan 

datanya didapat langsuing dari reispondein meilaluii obseirvasi, wawancara, 

dokuimeintasi dan stuidy puistaka.
44

 Dari uiraian teirseibuit, maka jeinis peineilitian 

yang akan diilakuikan oleih peinuilis adalah peineilitian lapangan ataui kuialitatif.  

B. Peindeikatan Peineilitian 

Meitodei peindeikatan yang diguinakan peinuilis dalam peineilitian ini 

meingguinakan peindeikatan yuiridis eimpiris. Dalam peineilitian ini peinuilis 

meinganalisis peirmasalahan dilakuikan deingan cara meimaduikan bahan-bahan 

huikuim yang meiruipakan data primeir dan data seikuindeir yang dipeiroleih dari 

lapangan. 

C. Lokasi Peineilitian 

Peineilitian ini beirlokasi di Nagari Kuiranji Huilui, yang beiralamat di 

keicamatan Suingai Geiringing, Kabuipatein Padang Pariaman,Provinsi 

Suimateira Baratt. Alasan peinuilis meimilih lokasi ini kareina lokasi teirseibuit 

teirdapat konflik seingkeita Puisako Tinggi yang didamaikan oleih leimbaga 

                                                           
44

 Suigiyono, Meitodei Peineilitian Kuiantitatif, Kuialitatif, dan R&D, (Banduing: 

alfabeita, 2015), ceit. kei-22, h. 205. 
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keirapatan adat nagari dan meimpeirmuidah peineiliti uintuik peincarian data 

seicara akuirat. 

D. Suibjeik dan Objeik Peineilitian 

Suibjeik peineilitian ini adalah Leimbaga Keirapatan Adat Nagari di 

Nagari Kuiranji Huilui Kabuipatein Padang Pariaman. Seidangkan Objeik 

peineilitian ini adalah Peiyeileisaian Seingkeita Harato Puisako Tinggi Oleih 

Leimbaga Keirapatan Adat Nagari Ditinjaui Meinuiruit Fiqh siyasah. 

E. Infroman Peineilitian 

Informan (narasuimbeir) peineilitian adalah suibyeik peineilitian yang 

dapat meimbeirikan informasi meingeinai feinomeina ataui peirmasalahan yang 

diangkat dalam peineilitian. Dalam kuialitatif, informan teirbagi meinjadi tiga 

yaitui: 

1. Informan Kuinci 

Informan kuinci adalah informan yang meimiliki informasi 

seicara meinyeiluiruih teintang peirmasalahan yang diangkat oleih peineiliti. 

Informan kuinci buikan hanya meingeitahuii teintang kondisi/feinomeina 

pada masyarakat seicara garis beisar, juiga meimahami informasi 

teintang informan uitama. Dalam peimilihan informan kuinci teirgantuing 

dari uinit analisis yang akan diteiliti. Misalnya pada uinit seibuiah 

organisasi, informan kuincinya adalah pimpinan organisasi teirseibuit.
45

 

Informan kuinci seibaiknya orang yang beirseidia beirbagi konseip dan 

                                                           
45

 Ade Heryana, Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif, Prodi 

Kesehatan Masyarakat: Universitas Esa Unggul, (2018) h.33. 
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peingeitahuian deingan peineiliti, dan seiring dijadikan teimpat beirtanya 

oleih peineiliti. UIntuik itui seibaiknya dalam peinguimpuilan data peineiliti 

seibaiknya meimuilainya dari informan kuinci uintuik meindapatkan 

gambaran yang uituih dan meinyeiluiruih teintang masalah yang diamati. 

Pada peineilitian ini informan kuinci adalah keituia keirapatan adat 

nagari. 

2. Informan UItama 

Informan uitama dalam peineilitian kuialitatif mirip deingan 

“aktor uitama” dalam seibuiah kisah ataui ceirita. Deingan deimikian 

informan uitama adalah orang yang meingeitahuii seicara teiknis dan 

deitail teintang masalah peineilitian yang akan dipeilajari. Misalnya pada 

peineilitian teintang peirilakui ibui dalam meimanfaatkan peilayanan 

Posyandui seibagai informan uitama adalah ibui yang meimlilki Balita, 

seidangkan seibagai informan kuinci adalah kadeir posyandui.
46

 Pada 

peineilitian ini informan uitama adalah wali nagari. 

3. Informan Peinduikuing 

Informan peinduikuing meiruipakan orang yang dapat 

meimbeirikan informasi tambahan seibagai peileingkap analisis dan 

peimbahasan dalam peineilitian kuialitatif. Informan tambahan 

teirkadang meimbeirikan informasi yang tidak dibeirikan oleih informan 

uitama ataui informan kuinci. Misalnya pada peineilitian teintang 

impleimeintasi buidaya keiseilamatan pada peikeirja bagian produiksi di 

                                                           
46

 Ibid,. 
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seibuiah peiruisahaan manuifaktuir, seibagai informan bisa dipilih dari 

bagian yang tidak teirlibat langsuing dalam proseis produiksi ataui 

bagian yang meinikmati ouitpuit dari bagian produiksi misalnya bagian 

guidang. Seimeintara seibagai informan uitama adalah karyawan bagian 

produiksi dan seibagai informan kuinci adalah manajeir.
47

 Pada 

peineilitian ini informan peinduikuing adalah niniak mamak. 

Beirikuit adalah tabeil informan peineilitian: 

TABEIL IV. 1 Informan Peineilitian 

No. Nama Keiteirangan 

1. Aneir Rky. Dt. Buingsui Keituia Keirapatan Adat 

Nagari Kuiranji Huilui 

2. Salman Hardani, ST Dt. Rajo 

Harimaui 

Wali Nagari Kuiranji Huilui 

dan Niniak Mamak Suikui 

Piliang 

3. Zeitmasri, S.Pd Niniak Mamak Suikui 

Chaniago 

4. Alam Sati Dt. Anjah 

Pahlawan 

Niniak Mamak Suikui 

Sikuimbang 

5. Buirhan Dt. Muido Niniak Mamak Suikui 

Tanjuing 

Suimbeir: Peineiliti, 2024 

F. Suimbeir Data 

Adapuin suimbeir data yang diguinakan dalam peineilitian ini dibagi 

meinjadi tiga yaitui suimbeir data primeir, suimbeir data seikuindeir dan suimbeir 

data teirsieir, yaitui: 
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1. Suimbeir Data Primeir 

Suimbeir Data Primeir adalah data yang dipeiroleih peinuilis dari 

suimbeir asli. Dalam ini data primeir dalam peinuilisan adalah data yang 

dipeiroleih meilaluii wawancara langsuing deingan Wali Nagari, Keituia 

Leimbaga Keirapatan Adat Nagari dan Niniak Mamak suikui. 

2. Suimbeir Data Seikuindeir 

Suimbeir data seikuindeir adalah suimbeir data yang 

dikuimpuilkan uintuik meinduikuing tuijuian peinuilisan ini, antara lain 

meincakuip buikui, suimbeir informasi, dan peiratuiran peiruindangan yang 

eirat kaitannya deingan masalah yang seidang diteiliti. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan data skunder berupa: Peraturan Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman No 05 Tahun 2009 Tentang 

Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 

Tahun 2018 Tentang Nagari Dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat No 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.
48

 

G. Teiknik Peinguimpuilan Data 

Teiknik peinguimpuilan data meiruipakan langkah yang paling strateigis 

dalam peineilitian, kareina tuijuian uitama dalam peineilitian adalah meindapatkan 

data. Dalam suiatui peineilitian, langkah peinguimpuilan data adalah satui tahap 

yang sangat meineintuikan teirhadap proseis dan hasil peineilitian yang akan 

dilaksanakan teirseibuit. 
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 Zainudin Ali, Metodei Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), cet. ke-11, h. 
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Alat peinguimpuilan data yang beinar akan meinghasilkan data yang 

meimiliki kreidibilitas tinggi, oleih kareina itui tahap peinguimpuilan data tidak 

boleih salah dan haruis dilakuikan deingan ceirmat seisuiai deingan proseiduir dan 

ciri-ciri peineilitian kuialitatif. Meitodei peinguimpuilan data yang diguinakan 

dalam peineilitian ini adalah seibagai beirikuit: 

1. Obseirvasi 

Obseirvasi adalah seibuiah meitodei peingambilan data deingan 

cara meilakuikan peingamatan seicara langsuing teirhadap objeik yang 

diteiliti, biasanya beiruipa feinomeina, proseis keirja, peirilakui manuisia, 

dan geijala alam. Meitodei ini dapat dilakuikan uintuik meingambil data 

dalam juimlah keicil hingga seidang. Meiskipuin meimuingkinkan dapat 

dilakuikan uintuik reispondein dalam juimlah beisar namuin 

meimbuituihkan reintang waktui leibih lama. 

Peineiliti meingguinakan jeinis obseirvasi non partisipatif, dimana 

peineiliti tidak ikuit dalam keigiatan peinyeileisaian seingkeita puisako 

tinggi seicara langsuing. Peineiliti hanya meilakuikan peingamatan 

teirhadap proseis peinyeileisaian seingkeita yang teilah dilakuikan oleih 

leinbaga keirapatan adat nagari kuiranji huilui, deingan datang kei nagari 

kuiranji huilui Kabuipatein Padang Peiriaman. 

2. Wawancara 

Wawancara ataui inteirvieiw pada prinsipnya beiruisaha uintuik 

meinggali keiteirangan yang leibih dalam dari seibuiah kajian dari 

suimbeir yang reileivan, beiruipa peindapat, keisan, peingalaman, pikiran 
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dan seibagainya.
49

 Dalam hal ini peineiliti meilakuikan wawancara 

teirhadap tiga narasuimbeir yaitui: wali nagari, keituia keirapatan adat 

nagari dan niniak mamak suikui ataui kauim. 

3. Analisis Dokuimein 

Analisis Dokuimein yaitui suiatui cara yang diguinakan uintuik 

meimpeiroleih data dan informasi dalam beintuik buikui, arsip, dokuimein 

yang dapat meinduikuing peineilitian. Dalam hal ini peineiliti meilakuikan 

analisa teirhadap dokuimein leimabaran hasil muisyawarah adat dan 

suirat keipuituisan muisyawarah keirapatan adat nagari dalam 

meindamaikan seingkeita puisako. 

4. Puistaka 

Puistaka yaitui suimbeir data yang dipeiroleih dari peineilitian 

teirdahuilui dan buikui-buikui yang teirdapat peimbahasannya seisuiai 

juiduil peineilitian. Dalam hal ini buikui-buikui yang teirkait deingan 

Peiratuiran Daeirah Suimateira Baratt, Peiratuiran Daeirah Kabuipatein 

Padang Pariaman. 

H. Teiknik Analisis Data 

Peineilitian ini dilakuikan deingan teiknik analisis deisktiptif Kuialitatif, 

yaitui peinuilis meingklasifikasikan data-data yang teirkuimpuil dari lapangan. 
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 Djam‟an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2010), cet. Ke-

3, h. 130. 
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Seilanjuitnya data teirseibuit dianalisis dan diuiraikan seicara jeilas, seihingga 

dipeiroleih gambaran yang uituih teintang peirmasalahan yang diteiliti.
50

 

Proseis Analisis data dalam peineilitian ini adalah dimuilai dari 

meinganalisis kajian yang teirseidia dari beirbagai suimbeir wawancara, dan 

dokuimeintasi. Keimuidian meingadakan reiduiksi data yaitui data–data yang 

beinar teirkait deingan peirmasalahan yang diteiliti. 
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2015), cet. ke-1, h. 120. 
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BAB V 

PEINUITUIP 

A. Keisimpuilan 

Seitlah meinguiraikan bab deimi bab teintang Peiranan Keirapatan Adat 

Nagari Dalam Meinyeileisaikan Seingkeita Puisako Tinggi di Nagari Kuiranji 

Huilui Kabuipatein Padang Pariaman. Maka sampailah peinuilis pada 

keisimpuilan yaitui seibagai beirikuit: 

1. Dalam hal ini KAN meimiliki peiran uintuik meinyeileisaikan seingkeita yang 

teirjadi di Nagari Kuiranji Huilui yaitui deingan meindamaikan para pihak 

yang beirseingkeita , seiteilah seingkeita teirseibuit tidak meindapatkan hasil di 

muisyawarah masing-masing mamak keipala warisnya. Peinyeileisaian 

seingkeita puisako tinggi di dalam suiatui keineigarian diseileisaikan seicara 

beirjanjang naik batanggo tuiruin, artinya seisuiai deingan uiruitan yang teilah 

ada, peilanggaran adat dan juiga syara‟ (seicara atuiran huikuim islam) 

diseileisaikan teirleibih dahuilui oleih niniak mamak yang beirsangkuitan, 

apabila yang beirseingkeita seipeirsuikuian, maka haruis teirleibih dahuilui 

diseileisaikan oleih datuiak suikui. Bila ditingkat suikui ataui kauim tidak 

teircapai peinyeileisaian maka dapat dilanjuitkan kei tingkat nagari yang 

mana di seileisaikan oleih Keirapatan Adat Nagari (KAN) dikeineigarian 

pihak yang beirsangkuitan teirseibuit, dan apabila tidak meineimuikan titik 

seipakat didalam beirbagai proseis teirseibuit dapat diseileisaikan di 

peingadilan. Artinya dari masa kei masa pada uimuimnya seigala seingkeita 

atauipuin peirmasalahan yang teirjadi di keineigarian ini dapat seicara tuintas 
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diseileisaikan dalam ranah nagari, baik sampai niniak mamak suikui yang 

beirsangkuitan saja atauipuin suidah meilibatkan tokoh adat dalam leimbaga 

KAN itui seindiri 

2. Seibagai analisa peinuilis, apa yang dilakuikan oleih Keirapatan Adat Nagari 

seibagai meidiator adat tidak beirteintangan deialam peirspeiktif  Fiqih 

Siyasah, kareina apa yang dilakuikan dan diteirapkan itui beirtuijuian uintuik 

meiwuijuidkan keimaslahatan bagi para pihak yang beirseingkeita seicara 

khuisuis dan keimaslahatan seicara uimuim uintuik seiluiruih uimat manuisia. Ini 

juigalah yang meinjadi tuijuian uitama dalam Fiqih Siyasah. 

B. Saran 

Beirdasarkan keisimpuilan diatas, maka peinuilis meimbeirikan 

beibeirapa masuikan dan saran teirhadap apa yang teilah didapatkan di dalam 

karya tuilis ilmiah ini: 

1. Keirapatan adat nagari meimiliki peiran meinyeileisaikan seingkeita di nagari 

kuiranji huilui, apabila tidak meindapatkan hasil dimuisyawarah masing-

masing mamak keipala warisnya. Peinyeileisaian seingkeita puisako tinggi 

keineigarian diseileisaikan seisuiai deingan uiruitan yang teilah ada yaitui 

peilanggaran adat dan seicara atuiran huikuim islam yang mana diseileisaikan 

oleih niniak mamak yang beirsangkuitan, apabila yang beirseingkeita 

seipeirsuikuian, maka diseileisaikan oleih datuiak suikui, bila ditingkat suikui 

tidak teircapai keiseipakatan maka dilanjuitkan keitingkat nagari yang 

diseileisaikan oleih keirapatan adat nagari, apabila tidak meineimuii 

keiseipakatan maka para pihak dapat meilanjuitkan keitingkat peingadilan. 
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Artinya dari seigala seingkeita yang teirjadi dapat diseileisaikan dalam ranah 

nagari, baik sampai niniak mamak suikui yang beirsangkuitan saja mauipuin 

suidah meilibatkan tokoh adat dalam leimbaga keirapatan adat nagari itui 

seindiri. adapun kendala dalam penyelesaian sengketa antara lain: para 

masyarakat yang bersengketa tidak memiliki atau paham dengan ranji 

keturunannya, kurangnya fasiltas yang dapat digunakan oleh kerapatan 

nagari, dan kurangnya dana dalam penyelesaian sengketa dari nagari. 

2. Keipada peineiliti seilanjuitnya yang akan meilakuikan peineilitian yang sama 

dapat meingeimbangkan peineilitian tuijuian yang ingin diteiliti dan leibih 

meimfokuiskan pada teirhadap yang diteiliti. Peineiliti haruis meimahami 

teintang fokuis kajian yang akan diteiliti deingan meimpeirbanyak stuidi 

liteiratuir yang beirkaitan deingan fokuis kajian yang di teiliti. 



 

70 
 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

A. Buku 

Abdul Wahab Khallaf, al-Siyasah al-Syar’iyah au Nizham al-Daulah al-

Islamiyah, Kairo: Mathba‟ah al-Salafiyah,1350 H. 

 

Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Sya‟riah wa-al-Fiqh al-Islami, Mesir: 

Mathba‟ah Dar al-Ta‟lif, 1993. 

   

Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Mesir: al-

Alukah,t.t. 

 

Abdurrahman Taj, Al-Siyasah Al-Syar‟iyah Au Nizham Al-Daulah Al-

Islamiah, Mesir: Mathba‟ah Dar Al Ta‟lif 1993. 

 

Al-Mawardi, al-Ahkam al-Shulthaniyah, Beirut: Dar al-Fikr,t.tp 

Djam‟an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2010. 

Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), Palembang: 

Cv. Amanah, 2019. 

 

Ibn Manszhur, Lisan al-Arab, Mesir: Dar al-Shadr, 2005. 

Ibn Manzhur, Lisan Al-Arab, Beirut: Dar al- Shadr, 1968. 

Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlah al-Ra’iy wa al-Ra’yati, Mesir: 

Dar al- Kitab, al-Arabi,t.tp. 

 

Marzuki, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: 

Graha Insani Press, 2019. 

 

Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016. 

Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015. 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: 

alfabeta, 2015. 

 

Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta: 

Pranada Media: 2009. 



71 

 

 
 

 

Taufiq Hamami, Peradilan Agama dalam Reformasi  Kehakiman di 

Indonesia, Jakarta: PT Tatanusa, 2013.  

 

Widodo Tresno Novianto, Sengketa Medik “Pergulatan Hukum dalam 

Menentukan Unsur Kelalaian Medik”, Jawa Tengah: UNS Press, 

2017. 

 

Wildan Jauhari, Kaidah Fiqh; Adh-Dhararu Yuzal, Jakarta Selatan: Rumah 

Fiqih Publishing, 2018. 

 

Yuhelson, Hukum Arbitrase, Yokyakarta: Arti Bumi Intaran 2018. 

 

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. 

 

B. Skripsi  

ABD. Rohman, Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Tentang Pemakzulkan Secara 

Tidak Dengan Hormat Pegawai Sipil Negara Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018, Skripsi: Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Jember KH Achamd, 2021. 

 

Ahmad Sudirman, Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi 

Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa 

Pemilu, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, 2020. 

 

Hasan Imad Aqil, Fungsi Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Kasus 

Perdata Adat Di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih 

Kabupeten Solok, Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, 2022 

 

Ismi Mutiara Putri, Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin 

Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos Perspektif Fiqh Siyasa, 

Skripsi: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden Intang 

Lampung, 2023. 

 

C. Jurnal 

Askana Fikriana, M. Kahfi Rezki, Etika Politik Dan Kualifikasi Calon 

Legislatif Dalam Pemilu:Perspektif Fiqih Siyasah, ALADALAH: 

Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.2, No.1, (2024) 

 

Diah Ramadhani, Dedy Sumardi, Edi Yuhermansyah, Penyelesaian Sengketa 

Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam 



72 

 

 
 

Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Nagari Limau Purut 

Kabupaten Padang Pariaman), Fakultas Syariah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri  Ar-Raniry, Banda Aceh. 

Faisal, Peran Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa 

Tanah Ulayat, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 6. No. 2., (Maret 

2021) 

 

Indra Rahmat, Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat 

Minangkabau (Studi di kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar), 

Jurnal Bakaba, Volume 9., No., 1., (Juni 2019) 

Mhd. Khadafi Abdullah., et.al., Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dalam 

Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Di Nagari Singgalang 

Kecematan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Jurnal Karya Abadi  

LPPM UNISI., Vol.4, No. 2, (Desember 2023), 

 

Novi Alvionita, Kurnia Warman, Zefrizal Nurdin, Penyelesaian Sengketa 

Uang Kompensasi atas Tanah Ulayat Nagari melalui Lembaga Adat 

di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat, Vol. 6, No. 1, (2023) 

 

D. Peraturan Perundang-undangan 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

ADR 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 

Di Pengadilan 

 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari 

 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 Tentang Tanah 

Ulayat dan Pemanfaatannya 

 

Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang 

Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi 

Daerah Tingkat I Sumatera Barat. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 Tentang 

Pemerintahan Nagari 

 

E. Wawancara 

Aner Rky. Datuak Bungsu, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kuranji Hulu, 

Wawancara,  Nagari Kuranji Hulu, 09 Januari 2024. 

 



73 

 

 
 

Depit Suhendra, Sekretaris Nagari Kuranji Hulu, Dokumen Profil Nagari, 

Nagari Kuranji Hulu, 25 Juli 2024 

 

Salman Hardani, ST Dt. Rajo Harimau, Wali Nagari Kuranji Hulu, 

Wawancara, Nagari Kuranji Hulu, 08 Januari 2024 

 
Zetmasri, Niniak Mamak Suku Chaniago, Wawancara, Jorong Kapalo Padang 

: Nagari Kuranji Hulu, 27 Juli 2024 

 

Alam Sati, Niniak Mamak Suku Sikumbang, Wawancara Telepon Oleh 

Khairunnas, 05 Oktober 2024  

 

Burhan Dt. Mudo, Niniak Mamak Suku Tanjung, Wawancara Telepon Oleh 

Khairunnas, 05 Oktober 2024 

 

F. Al-Qur’an 

Kutipan Q.S Al-Ma‟idah (5): Ayat 8 

 

Kutipan Q.S An-Nisa (57): Ayat 58 

 

Kutipan Q.S An-Nahl (104): Ayat 105 

 

Kutipan QS. Ali „Imran (3): Ayat 159 

 

  



 

70 
 

Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

Wawancara tentang Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian 

Sengketa Pusako Tinggi di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman. 

Identitas Informan 

Nama Informan : Aner Rky. DT. Bungsu 

Umur   : 70 Tahun 

Jenis Kelamin  : laki-laki 

Status/Jabatan  : Ketua KAN 

Tanggal Wawancara : 26 –juli 2024 

Tempat Wawancara : korong kapalo padang Nagari Kuranji Hulu Kabupaten 

Padang Pariaman 

NO DAFTAR PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Sudah berapa lama bapak menjabat 

sebagai Ketua KAN? 

 

2. Apa saja tugas dan fungsi KAN di 

kenegarian Kuranji Hulu? 

 

3. Selama menjabat sebagai Ketua KAN 

sudah berapa sengketa pusako tinggi yang 

sudah terdaftar dan terselesaikan? 

 

4. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian 

sengketa pusako tinggi di kenegarian 

Kuranji Hulu? 

 

5. Dalam mengambil suatu keputusan dalam 

menyelesaikan sengketa pusako tinggi, 

bukti atau keterangan yang seperti apakah 

yang di ajukan dan di perlukan oleh KAN 

dalam Peradilan adat? 

 

6. Dalam mengembil keputusan KAN 

bersumber dari manakah dasar dari 

keputusan KAN dalam menyelesaikan 

Sengketa Pusako Tinggi dalam 

Kenegarian? 

 

7. Apabila tercapai kesepakatan kedua belah 

pihak yang bersengketa, apakah ada bukti 

keputusan kesepakatan kedua belah pihak 
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dari KAN? 

8. Darimana saja KAN memperoleh dana 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya? 
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

Wawancara tentang Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian 

Sengketa Pusako Tinggi di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman. 

Identitas Informan 

Nama Informan :Zetmasri, S.Pd 

Umur   : 55 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Status/Jabatan  : NINIAK MAMAK 

Tanggal Wawancara : 27 Juli 

Tempat Wawancara : Kampung Kapalo Padang 

NO DAFTAR PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Apa saja tugas ninik mamak dalam 

pemerintahan nagari? 

  

2. Sejauh mana pernan antara KAN, niniak 

mamak dan Wali Nagari dalam 

menyelesaikan sengketa pusako tinggi di 

kenegarian Kuranji Hulu?  

 

3. Upaya apa saja yang bapak lakukan dalam 

menyelesaikan sengketa pusako tinggi ini? 

 

4. Bagaimana menurut bapak peran KAN 

dalam menyelesaikan Sengketa Pusako 

tinggi? 

 

 

 

  



73 

 

 
 

Lampiran 3 

 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

Wawancara tentang Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian 

Sengketa Pusako Tinggi di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman. 

Identitas Informan 

Nama Informan : Salman Hardani 

Umur   : 49 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Status/Jabatan  : Wali Nagari 

Tanggal Wawancara : 27 Juli 2024 

Tempat Wawancara : Kantor Wali Nagari Kuranji Hulu 

NO DAFTAR PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Sudah berapa lama bapak menjabat 

sebagai Wali Nagari? 

 

2. Selama menjabat sebagai Wali Nagari 

sudah berapa sengketa pusako tinggi yang 

sudah terdaftar di Lemabaga Kerapatan 

Adat Nagari? 

 

3. Apakah setiap terjadinya sengketa bapak 

diajak oleh KAN dalam penyelesaian 

sengketa Pusako Tinggi Tersebut 

 

4. Bagaimana menurut bapak terhadap 

pernan KAN dalam penyelesaian 

Sengketa Pusako Tinggi? 

 

5. Dalam mengambil suatu keputusan dalam 

menyelesaikan sengketa pusako tinggi, 

apakah menurut bapak KAN sudah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku? 

 

6. Apabila tercapai kesepakatan kedua belah 

pihak yang bersengketa, apakah ada bukti 

keputusan kesepakatan kedua belah pihak 

dari KAN? 
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Lampiran 4 

 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

Wawancara tentang Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian 

Sengketa Pusako Tinggi di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman. 

Identitas Informan 

Nama Informan :Alam Sati Dt. Anjah Pahlawan 

Umur   : 60 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Status/Jabatan  : NINIAK MAMAK 

Tanggal Wawancara : 27 Juli 

Tempat Wawancara : Kampung Kapalo Padang 

NO DAFTAR PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Apa saja tugas ninik mamak dalam 

pemerintahan nagari? 

 

2. Sejauh mana pernan antara KAN, niniak 

mamak dan Wali Nagari dalam 

menyelesaikan sengketa pusako tinggi di 

kenegarian Kuranji Hulu?  

 

3. Upaya apa saja yang bapak lakukan dalam 

menyelesaikan sengketa pusako tinggi ini? 

 

4. Bagaimana menurut bapak peran KAN 

dalam menyelesaikan Sengketa Pusako 

tinggi? 
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Lampiran 5 

 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

Wawancara tentang Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian 

Sengketa Pusako Tinggi di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman. 

Identitas Informan 

Nama Informan :Burhan Dt. Mudo 

Umur   : 55 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Status/Jabatan  : NINIAK MAMAK 

Tanggal Wawancara : 27 Juli 

Tempat Wawancara : Kampung Kapalo Padang 

NO DAFTAR PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Apa saja tugas ninik mamak dalam 

pemerintahan nagari? 

 

2. Sejauh mana pernan antara KAN, niniak 

mamak dan Wali Nagari dalam 

menyelesaikan sengketa pusako tinggi di 

kenegarian Kuranji Hulu?  

 

3. Upaya apa saja yang bapak lakukan dalam 

menyelesaikan sengketa pusako tinggi ini? 

 

4. Bagaimana menurut bapak peran KAN 

dalam menyelesaikan Sengketa Pusako 

tinggi? 
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Lampiran 6 

DOKUMENTASI 

 

1. Wawancara Bersama Bapak Aner Rky. Dt. Bungsu Ketua Kerapatan Adat 

Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman 

 

 
 

2. Wawancara Bersama Bapak Salman Hardani, ST Dt. Rajo Harimau Wali 

Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman dan Niniak Mamak suku 

Piliang 
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3. Wawancara Bersama Bapak Zetmasri, S.Pd Niniak Mamak Suku Chaniago 

Jorong Kapalo Padang, Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman 

 

 
 

4. Kantor Wali Nagari Kuranji hulu Kabupaten Padang Pariaman 

 
 

 



  



  



 


